ANALISISHASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRESULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA)

SKRIPS

Digukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

~\/F

Oleh:

DIANA MARDLIYYAH
NIiM. 1119061

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA |ISLAM
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITASISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024



ANALISISHASIL MUSYAWARAH KEAGAMAAN
KONGRESULAMA PEREMPUAN INDONESIA (KUPI)
TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA)

SKRIPS

Digjukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

{3
=\ 4

Oleh:

DIANA MARDLIYYAH
NIiM. 1119061

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA |ISLAM
FAKULTASSYARIAH
UNIVERSITASISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

-

Yang bertanda tangan di bawah ini:
MNamu s DIANA MARDLIYYAH
NiM t 1119061

Judul Skripsi : Analisis Hasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama

hari skripsi ini L mendapd ksi akndemik yaitu




NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd
Ds. Banyurip Ageng Gg. 4 No, 513 Kec. Pekalangan selatan, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal  : Naskah Skripsi Sdri. Diana Mardliyyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syanah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

Assalamu’alaikum

Setelah dia penelitian dan perbaikan se nya, maka bersama ini

saya kinmkan naskahi@kripsi Saudara:
Nama - Di ardliyyah
NIM
Judul Hasil Musyawarah Kea 1 Kongres Ulama
idonesia (KUPH) t Perempuan
suan Perk Spe ukum Islam dan
Dengan ini me ar § dara tersebut dapat segera

dimunagasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan
sebagaimana mestinya, atas perhatianya saya sampaikan terima kasih

Wassalamu'alatkum Wr. Wh.

Pekalongan, & Maret 2n24
Pembimbin

NIP 196303301991 IBZIII]]

i



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
m UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN

FAKULTAS SYARIAH
JI. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Q“F Telp. (0285) 412575 Fax. (D285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid
Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :
Nama : Diana Mardlivyah
NIM : 1119061
Prodi : Hukum Kelu
Judul : Analisis amaan Kongres Ulama

Perlindungan
rkawinan (Perspektif

an' Dari Bahaya Pemaksaa
slam Dan Hak Asasi Manusi
da hari Kamis tanggal 14 M
sebagai sebagian syarat guna

Telah diujik
LULUS serta diter
Hukum (S.H.).

t 2024 dan dinyatakan

mperoleh gelar Sarjana

v



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman trandliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan
dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik
IndonesiaNo. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan K ebudayaan Indonesia
No. 0543b/ 1987. Trandliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab
yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat
dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara
garis besar pedoman trandliteras itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal
Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab
dilambangkan dengan huruf. Dalam transeliteras ini sebagian dilambangkan
huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf

dan tandasekaligus.

Huruf Arab | Nama Huruf Latin K eterangan

) Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
o Ba’ B Be

] Ta’ L Te

& Sa’ S s (dengan titik di atas)
d Jm J Je

C Ha’ h h (dengan titik dibawah)
d Kha’ Kh ka dan kha’

3 Da D De

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
J Ra’ R Er

J Zai A Zet

o Sin S Es

o Syin Sy esdanye
ul Sad S s (dengan titik di bawah)
%) Dad d d (dengan titik di bawah)
b Ta T t (dengan titik di bawah)
5 Za I z (dengan titik di bawah)
g ‘Ain ¢ Komaterbalik di atas
& Gain G Ge

< Fa F Ef

8 Qaf Q gi

d Kaf K ka

J Lam L el

a Mim M em

d Nun N en

3 Waw W we

® Ha’ H ha

& Hamzah ‘ Apostrof




e | va | Y | ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

(dantia Ditulis muta‘aqqidin
Ditulis ‘iddah

C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata
1. Biladimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap
menjadi bahasa Indonesia
delay  ditulis Jama’ah
2. Biladihidupkan karena berangkal dengan katalain, ditulist
& dad : ditulis NiZmatullah
Jhil 385 dituligZakat al-Fitri
D. Vokal Pendek
Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.
E. Vokal Panjang

1 | Fathah + alif Ditulis A
Llala Jaahiliyyah
2 | Fathah + ya’'mati Ditulis A
P yas‘a
3 | Kasrah+ya’'mati Ditulis I
p s karim
4 | Dammah+ Ditulis -
; U
wawumati _
.. fur ad
s,

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan
Dengan Apostr of
asil] - ditulisa’antum
&ise  :ditulismu’anntas

G. Vokal Rangkap

1 | Fathahdanya’ sukun ditulis Bainakum
oLy

2 | Fathah dan wawu ditulis Faugakum
sukun
o858

Vi
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ABSTRAK

Mardliyyah. Diana 2024. AnalisisHasil Musyawarah Keagamaan Kongres Ulama
Perempuan Indonesia (KUPI) tentang Perlindungan Perempuan dari Bahaya
Pemaksaan Perkawinan (Perspektih Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia)

Dosen Pembimbing : Dra. Rita Rahmawati, M.Pd

Penelitian ini mengkaji mengenai istinbat hukum hasil musyawarah KUPI
dan hasil musyawarah keagamaan KUPI mengenai Perlindungan Perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan yang dikaji menurut perpektif hukum Islam dan
HAM. Penelitian ini dilatarbelakangl olen masih banyak kasus pemaksaan
perkawinan yang terjadi. Perkawinan yang dilakukan secara paksa bertentangan
dengan prinsip hak asasi manusia karena melanggar kebebasan untuk memilih
pasangan. Selainitujugadilibat dari hukum Islam, kawin paksa dianggap tidak sah
dan dapat dinyatakan batal. Perlindungan terhadap individu juga dijamin dalam
hukum internasional. Islam memberikan pentingnya terhadap hak-hak dasar
perempuan dalam pernikahan. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan
dalam hak-hak perempuan, termasuk kebebasan memilih pasangan. Dalam Islam,
perempuan memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan,
sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-
prinsip agama.

Jenis penditian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data yang
digunakan yaitu data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumentas.
Sedangkan data dianalisis dengan teknik analisis preskriptif.

Hasi| penelitian ini menyimpulkan bahwa istinbat hukum yang digunakan
dalam penelitian 1ni- mengacu pada sikap dan pandangan KUPI bahwa hukum
melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
adalah wajib, bailk bagi negara, tokoh Masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,
maupun orang tua. Hal ini berdasar pada nash al-Qur’an, nash Hadits, aqwal al-
Ulama, dan konstitusi negara. Selain itu, pemaksaan perkawinan jika dilihat dari
sudut pandang hak asasi manusia Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 10
ayat 2 menyebutkan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas
kehendak bebas kedua calon suami dan isteri. Yang artinya, bahwa pemaksaan
perkawinan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai-nilai hak asasi manusia
baik dalam sistem hukum nasiona maupun intrnasional.

Kata Kunci : Pemaksaan Perkawinan, Istinbat Hukum, Hak Asasi Manusia, KUPI.



ABSTRACT

Mardliyyah. Diana 2024. Analysis of the Results of the Religious Deliberation of
the Indonesian Women's Ulema Congress (KUPI) regarding the Protection of
Women from the Dangers of Forced Marriage (Perspective of Islamic Law and
Human Rights)

Supervisor: Dra.Rita Rahmawati, M .Pd

This research examines the lega provisions resulting from KUPI
deliberations and the results of KUPI religious deliberations regarding the
protection of women from the dangers of forced marriage which are examined from
the perspective of 1slamic law and human rights. This research is motivated by the
fact that there are still many cases of forced marriage that occur. Forced marriages
are contrary to human rights principles because they violate the freedom to choose
apartner. Apart from that, judging from Islamic law, forced marriage is considered
invalid and can be declared null and void.” Protection of individuals is also
guaranteed in international law. Islam places importance on women's basic rights
in marriage. The presence of Islam brought significant changes in women's rights,
including the freedom to choose a partner. In Islam, women have the right to
determine their consent in marriage, so marriages carried out by force are
considered to violate religious principles.

This type of research is normative juridical research using statutory and
conceptual approaches. The data used is secondary data with primary, secondary
and tertiary legal materials. The method used in collecting data is documentation.
Meanwhile, the datawas analyzed using prescriptive analysis techniques.

The results of this research conclude that the legal provisions used in this
research refer to the attitude and views of KUPI that thelaw to protect women from
the dangers of forced marriage is mandatory, both for the state, community leaders,
religious leaders, traditional leaders, and parents. This is based on the texts of the
Koran, texts of Hadith, agwal al-Ulama, and the state constitution. Apart from that,
forced marriage when viewed from a human rights perspective, Law Number 39 of
1999 article 10 paragraph 2 statesthat avalid marriage can only take place with the
free will of both prospective husband and wife. Which means that forced marriage
is contrary to the principles and values of human rights in both national and
international legal systems.

Keywords: Forced Marriage, Legal Istinbat, Human Rights, KUPI.
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BAB |
PENDAHULUAN
A.Latar Belakang
Perkawinan adal ah ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan
untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (sakinah) mereka berdua dan
kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Oleh
karenaitu, perkawinan harus didasari dengan prinsip kerelaan antara suami dan
istri dalam menjalani perkawinan. Seperti yang dijelaskan pada Q.S. Ar-Rum

(30): 21

o= Jassp el | ST G-l ) il IR A B - Ol Gy

| 2 . J
—r " ARy e . c-n. o
CETE SR S N RSP
Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanya-Nya iaah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS a-Rum: 21)"*
Maksud ayat di atas yaitu perkawinan menurut hukum Islam memiliki
tujuan, salah satunya guna menciptakan kehidupan berumahtangga yang sakinah
mawaddah warahmah. Dengan tujuan pernikahan ini diharagpkan bisa menjaga
proses sgjarah keadaaan manusia beserta peradabannya dalam kehidupan di

dunia ini, yang akhirnya bisa mewujudkan keluarga menjadi unit paling kecil

dalam kehidupan sosiad masyarakat. Namun di sisi lain masih banyak kasus

1 Kementrian Agama RI, Al-Quran dan Terjemah, (Jakarta, 2022).
https://qur’an.kemenag.go.id/ . Diakses pada 03 September 2023




pemaksaan perkawinan khusunya terhadap perempuan yang masih sgja terjadi.
Dengan berbagai dalih agama, budaya, sosial hingga ekonomi.

Forum diskusi Kongres Ulama Perempuan (KUPI) dalam salah satu hasil
musyawarahnya menfatwakan perlindungan perempuan dari pemaksaan
perkawinan adalah wajib. Dalam fatwa tersebut secara eksplisit menekankan
terjaganya martabat manusia, gender, serta hak asasi manusia. Isu gender dan
hak asasi manusia tersebut didasarkan kepada realitas sosial yang secara nyata
terjadi, bahwa obyek kekerasan seksual dan diskriminasi kebanyakan menimpa
perempuan. Hal ini dilatabelakangi olen sosial dan budaya patriarki yang
menempatkan posisi perempuan dikel as dua sehinggalebih rendah relasinya dari
laki-laki konsep tersebut menjadi budaya dalam kehidupan manusia, termasuk
dalam kehidupan masyarakat muslim Indonesia.”

Pemaksaan perkawinan merupakan hal yang cukup lazim terjadi di
Indonesia dan dapat ditemukan dibeberapa daerah karena beberapa adat
kebiasaan. Apabila dilihat lebih jauh, pemaksaan perkawinan yang terjadi di
masyarakat |ndonesia dipicu dari berbagai faktor, mulai dari adat hingga alasan
agama. Namun, dalil yang dipakal adalah sama, yakni karena wali laki-laki
memiliki hak ijbar untuk menikahkan anaknya atau yang menjadi perwaliannya.

Daam figih kawin paksa adalah sebuah fenomena sosia yang terjadi
ketika pasangan yang terlibat dalam pernikahan tidak melakukan ikatan tersebut

dengan sukarela. Hal ini merupakan suatu masalah dan ggaa sosiad yang

2 Ulama Perempuan Indonesia, “Perlindungan Perempan dari Bahaya Pemaksaan
Perkawinan” ttps.//kupipedia.id/index.php/Ulama_Perempuan, diakses 20 Februari 2023



muncul di tengah masyarakat kita. Terjadinya kawin paksa dapat disebabkan
oleh berbagai motif, seperti adanya kesepakatan antara orang tua untuk
menjodohkan anak-anak mereka, faktor-faktor keluarga, atau bahkan karena
tekanan dari calon mertua yang memiliki kekayaan. Masyarakat menggunakan
perjodohan sebagai salah satu metode untuk melangsungkan pernikahan. Dalam
syariat Idlam, tidak ada kewagjiban atau larangan khusus terkait dengan
perjodohan. Ajaran |slam menekankan pentingnya bagi seorang muslim untuk
mencari pasangan yang salehah dan memiliki ketakwaan. Hal yang samaberlaku
sebaliknya menjodohkan anak merupakan salah satu metode pernikahan.
Namun, penting untuk memintaizin dan persetujuan dari anak tersebut, sehingga
pernikahan berdasarkan kesepakatan dan keridhaan kedua belah pihak, bukan
karena paksaan. Jika pernikahan berlangsung dalam suasana paksaan, hal ini
dapat mengganggu harmoni dalam rumah tangga jikaterus dipertahankan.
Sedangkan masyarakat muslim di Indonesia yang pemahaman serta
praktek fikihnya berdesarkan pada fikih klasik maka dalam praktik sehari-
harinya cenderung patriliniel, yaitu laki-laki diposisikan sebagai penentu mutlak
dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan dalam rukun perkawinan Islam, laki-
laki yang memiliki anak perempuan mendapatkan posisi istimewa yaitu menjadi
wali dalam pernikahan putrinya. Pada posis wali nikah ini tidak dapat
tergantikan oleh perempuan. Inilah gambaran fikih klasik yang memberikan

posisi istimewa pada laki- laki.

3 Syaiful Bahri,”Paradigma Fikih Baru Jamal al-Banna dan relevansinnya terhadap
Pembaruan Peran Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam (Figh al-Munakahat),”ljtihad: Jurnal
Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19 no. 1 (2019), 1-26.



Secara umum, kerangka perwalian dalam pernikahan berada dalam
bingkai pemikiran bahwa penentuan calon pendamping baik istri maupun suami
merupakan masalah yang paling serius bagi yang berhasrat akan menikah.
Proses ini hendaknya dilakukan dengan penuh kehati-hatian, karena akan
mempengaruhi secara langsung terhadap tujuan pencapaian perkawinan yang
diidealkan.

Selain itu, Ketentuan hak ijbar dalam Undang-Undang Perkawinan
(Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974) yang telah
diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum
Isslam lebih menekankan aspek kerelaan calon mempela sebagal syarat
pernikahan, balk laki-laki maupun perempuan. Peraturan perundang-undangan
yang berlaku melihat adanya ruang-ruang publik semakin terbuka lebar untuk
perempuan, hal ini dilatarbelakangi seiring dengan perubahan proses sosiologis
dan dimanika peradaban manusia yang semakin modern. Sehingga sangat
mungkin bagi perempuan untuk menentukan sendiri Kriteria calon suami yang
sesual.

Jika dipelgari dengan seksama, perkawinan yang dilakukan secara paksa
juga berseberangan terhadap asas-asas hak asas manusia. Hal ini disebabkan
pernikahan terjadi tidak dengan persetujuan dari kedua pihak ataupun hanya
sdah satunya, melainkan karena dipaksa atau bisa sga dengan diancam.
Karenanya penting dilakukan kajian tentang perlindungan perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan. Terkait hal tersebut Kongres Ulama Perempuan

Indonesia (KUPI) telah mengadakan musyawarah keagamaan dengan hasil



perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan. Yang dimana
dilaksanakan padatanggal 24-26 November 2022 di PP Hasyim Asy’ari Jepara.
Hasil musyawarah tersebut menghasilkan tiga sikap dan pandangan keagamaan
diantaranya adalah hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh agama,
tokoh adat, masyarakat, maupun orang tua. Maka dengan hal tersebut, pendliti
akan mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana istinbat hukum musyawarah
keagamaan KUPI terkait perlindungan Perempuan dari bahaya pemaksaan
perkawinan.

Dengan pemaparan persoalan di atas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hasil Musyawar ah K eagamaan
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tentang Perlindungan
Perempuan Dari Bahaya Pemaksaan Per kawinan (Per spektif Hukum Islam
Dan Hak Asasi Manusia)”.

. Rumusan Masalah

Dengan pemaparan yang menjadi sumber pembahasan penelitian ini, maka
dapat difokuskan rumusan masalah penelitian seperti berikut:

1. Bagamana istinbat hukum musyawarah keagamaan KUPI tentang
perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?
2. Bagaimana hasil musyawarah keagamaan KUPI tentang perlindungan

perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan dalam perspektif HAM?



C. Tujuan Pendlitian
Melihat rumusan masalah yang sudah dideskripsikan sebelumnya, bahwa
tujuan dalam penelitian ini ialah seperti berikut

1. Untuk mengetahui istinbat hukum musyawarah keagamaan KUPI tentang
perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan?

2. Untuk mengandisis hasil musyawarah keagamaan KUPI tentang
perlindungan perempuan .dari bahaya pemaksaan perkawinan dalam
perspektif HAM?

D. Kegunaan Penelitian
Melihat tujuan penelitan yang telah disebutkan oleh penulis seperti di atas.

Maka penulis berharap dalam pembahasan penelitian hukum ini mempunyai

manfaat mulal dari segi teoritis maupun dari segi praktis.

1. Secara teoritis kegunaan dalam penelitian ini mampu memberikan manfaat
untuk:

a. Memberikan cakrawaailmu pengetahuan tentang hukum keluarga Islam
di Indonesia terhadap perlindungan hukum pemaksaan perkawinan
perspektif Huku Islam dan Hak Asasi Manusia.

b. Memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat maupun akademik sebagai
bahan rujukan keilmuan kajian gender dan hukum perkawinan Islam
tentang permaksaan perkawinan dalam konteslas hukum perkawinan di
Indonesia. Sehingga menjadi salah satu garda rujukan penelitian tentang
pengarusutamaan gender dalam regulasi perkawinan di Indonesia maupun

sgienisnya dalam kurun waktu yang akan datang, terlebih dalam ranah



keilmuan dan perkuliahan di bidang jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah UIN Abdurrahman Wahid Pekal ongan.
2. Secara praktis penelitian ini mampu memberikan manfaat untuk:

a. Memberikan pengetahuan yang mendalam dan moderat bagi masyarakat
b. Memberikan pengetahuan terhadap masyarakat mengenai wujud bahaya

pemaksaan perkawinan berdasarkan fatwa kongres ulama perempuan

Indonesia.

E. Kerangka Teori
1. Metode Itinbat Hukum
Kata istinbat secara etimologi berasal darl kata -  (istinbata) yang
berarti menemukan, mengeluarkan.* Istinbat merupakan sebuah cara
pengambilan hukum dari sumbernya.® Istilah popular dari istinbat al-hukmi
iadlah metodologi penggalian hukum. Metodologi diartikan sebagai
pembahasan konsep teoritis berbagal metode yang terkait dalam suatu system
pengetahuan. Jikahukum Islam dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan,
maka yang dimaksudkan metodologi hukum Islam adalah pembahasan
konsep dasar hukum Islam dan bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji
dan diformulasikan.
Disiplin ilmu yang membahas tentang istinbat hukum (metode

penggalian hukum) dinamakan ushul figh. Ushul figh merupakan bidang ilmu

keislamaan yang sangat dibutuhkan untuk memahami syariat Islam dan

4 Sayyid Sabig, Figih Sunnah Terj. Moh. Abidin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), 380.
5 Ghufron A. Mas’adi, Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Pembaharuan Hukum
Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2



sumber aslinya yaitu Al-Qur’an dan Hadits.® Dengan kajian ushul figh kita
akan memahami kaidah-kaidah usuliyah, prinsip umum syariat Islam, cara
memahami suatu dalil dan penerapannya dalam kehidupan manusia.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asas Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat aturan atau
regulas untuk melindungi warganegaradari potensi penindasan, pembatasan
dan/atau pembatasan ruang gerak warga negara.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang
bersifat kodrati dan fundamental sebaga suatu anugerah Allah yang harus
dihormati, dijage, dan dilindungi oleh setian individu, masyarakat atau
negara. Dalam undang-undang tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa
pengertian Hak Asasi Manusiasebagal makhlik Tuhan Y ang MahaKuasadan
merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi
kehormatan serta perlindungan harkat'dan martabat manusia.”

Setiap hak ditetapkan secara objektif maupun subjektif. Objektif
maksudnya hak diberikan pada seseorang karena memang menjadi miliknya.
Sedangkan subjektif artinya, penetapan hak berhubungan dengan yang
dimilikinya. Penetapan hak juga berhubungan dengan urusan hukum dan

bernegara. Hak ditetapkan secara objektif karena demikian adalah hukum

6 Abdul Wahab Khalaf, [Imu Ushul Figh, terj. Muh. Zuhri, (Jakarta: Dina Utama, 1994), 1
7 Muladi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM,
(Jakarta: 1999)



kodratnya, sebagai manifestas keadilan, dan ditetaokan secara subjektif
sebagai konsekuensi dari penetapan hukum kodrat.®

Pernikahan paksa merupakan pelanggaran Hak Asas Manusia,
khususnya hak kesehata reproduksi, dan yang paling penting pernikahan
paksa bertentangan dengan esensi garan agama yang pada intinya
menghargai manusia dan kemanusi aan.

Perlu disadari bahwa perkawinan dituntut adanya skap-sikap
ketersalingan dari masing-masing pasangan. Ol eh karenaitu, undang-undang
perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 1 mensyaratkan bahwa
perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Dan
jikaterjadi perkawinan tanpa adanya persetujuan salah satu mempelai, maka
perkawinan tersebut tidak sah.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum yang bekembang atau yang sering dipakai
adal ah teori perlindungan hukum dari PhilipusM Hadjon. Philipus M Hadjon
mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat
dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki
oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau
sebagal kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu

hal lainnya.®

8 E Sumaryono, Etika Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
(Yogyakarta: Kanisius, 2002), 79-80.

% Philipus M Handjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya: Bina llmu,
2000), 25.
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Daam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat
Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi san
dasar fasafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan
martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena perlindungan
secara intrinsk melekat pada pancasila. Selain bersumber pada Pancasila
prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum.
Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua macam vyaitu:
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

F. Penelitian yang Relevan

Diantaranya untuk menghindari duplikasi dalam penelitian, penulis perlu
melakukan telaah kajian pustaka yang komprehensif dan terkini. Sehingga
didapatkan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Untuk
lebih singkatnya, penulis telah menemukan beberapaliteratur terdahulu yaitu:

Pertama, jurnal penelitian Ismail Marzuki, yang berjudul “Pemaksaan
Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi-Manusia dan Undang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah
bahwa dalam perspektif HAM, pemaksaan perkawinan bertentangan dengan
prinsip dan nilai kemanusiaan yang diakui dalam sistem hukum nasional dan
internasional, khususnya dalam pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 yang
menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk

memilih pasangan dengan persetujuan kedua belah pihak.'° Dalam pendlitian ini

10 Ismail Marzuki, “Pemaksaan Perkawinan dalam Konteks Kajian Hak Asasi Manusia dan
Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual”, Jurnal Ilmu Hukum Reusam 10, no. 2 (2022)
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memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu
membahas mengenai pemaksaan perkawinan, namun dalam penelitian ini lebih
fokus membahas tentang perspektif Hak Asas Manusia dan Udang-Undang
Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti membahas tentang fatwa yang dikeluarkan KUPI mengenal
perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Kedua, jurnal penelitian Agus Mahfudin, yang berjudul “Dampak Kawin
Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga”. Adapun hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan
kawin paksa karenaadanyafaktor dari orang tua, ekonomi, pendidikan, adat, dan
lingkungan. Perkawinan paksa mempunyal dampak negatif bagi keharmonisan
keluarga salah satunya dapat terjadi perselingkuhan yang berujung dengan
perceraian.* Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti |ebih membahas
mengenal urgensi dikeluarkannya fatwa mengena bahaya dari pemaksaan
perkawinan.

Ketiga, penelitian Dayu Dyana Zahir, yang berjudul “Pemaksaan
Perkawinan Oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-Undangan di
Indonesia”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemaksaan perkawinan yang
terjadi saat ini belum sesuai dengan Hukum Islam. Adanya pemaksaan
perkawinan dalam RUU PKS untuk mengatur hal-hal yang belum diatur dalam

Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan

1 Agus Mahfudin, “Dampak kawin Paksa terhadap Keharmonisan Keluarga,” Jurnal Hukum
Keluarga Islam 4 no. 1 (2019), 91.



12

lainnya, ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor
35 tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) yang dijadikan rujukan dalam penyusunan
Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual untuk
memberikan payung perlindungan bagi korban eksploitasi seksual yang bukan
berusia anak-anak.'? Dalam pendlitian ini memfokuskan penyebab terjadinya
pemaksaan perkawinan dan korelas antara hukum Islam dengan perundang-
undangan. Sedangkan dalam penelitian.yang dilakukan oleh peneliti mengkaji
tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan
berdasarkan hasil putusan KUPI 2.

Keempat, penelitian skripsi Muhammad Igbal, yang berjudul “Pemaksaan
Perkawinan Oleh Orang Tua terhadap Anak Perempuan di bawah Umur (Studi
Kasusdi Desa Cigunugsari Kec. Tegalwaru Kab. Karawang)”. Adapun hasil dari
penelitian ini adalah pernikahan berdasarkan Hukum Positif dilakukan untuk
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. "‘Adanya paksaan dalam pernikahan -membuat tujuan tersebut sulit
tercapai. Maka, pada dasarnya perkawinan paksa terhadap anak perempuan di
bawah umur yang dilakukan olen masyarakat Desa Cigunungsari tidak
dianjurkan karena pernikahan harus sesuai dengan Undang-Undang No. 16
Tahun 2019 tentang Perkawinan. Praktik perkawinan paksa di bawah umur di
Desa Cigunungsari dilakukan karena adanya pemaksaan dari orangtua serta

faktor lainnya seperti ekonomi, pendidikan dan lingkungan. Adapun dampak

2 Dayu Dyana Zahir, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua dalam Peraturan Perundang-
Undangan di Indonesia’, Skripsi Syariah dan Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,
2020), 7.
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yang ditimbulkan dari perkawinan paksa di bawah umur tersebut adalah fisik
dan psikis anak yang terganggu, putusnya pendidikan, dan tidak harmonisnya
rumah tangga mereka karena faktor kesiapan yang belum matang.’® Dalam
penelitian ini memfokuskan mengenai harmonisas dalam rumah tangga dari
pemaksaan perkawinan yang dilakukan pada anak di bawah umur. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang urgensi perlindungan
perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

Kelima, penelitiansskripsi Lutfianisa Setiani yang berjudul “Tinjauan
Yuridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa Di Desa Tasik Rejo Kec. Ulujami
Kab. Pemalang”. Adapun hasil dari penelitian' ini adalah bahwa praktik
perkawinan paksa yang terjadi di desa Taskrgo dimulai ketika proses
perkenal an yaitu dimana orang tua atau kel uarga memeaksa anak tersebut untuk
menikah dengan calon yang telah dipilihkan orang tua, hingga sang anak tidak
dapat menggunakan haknya untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Adapun
faktor penyebab terjadinya perkawinan paksa dirDesa ini ada dua faktor yaitu
faktor ekonomi dan faktor keinginan orang tua. Dan orang yang telah melakukan
pemaksaan perkawinan tersebut merupakam melanggar HAM karena telah
mengambil hak calon mempelai untuk memilih pasangannya sendiri.* Dalam
penelitian ini memiliki kemiripan dengan penelitian yang sedang diteliti oleh

peneliti yaitu sama-sama membahas mengena pemaksaan perkawinan namun

13 Muhammad Igbal, “Pemaksaan Perkawinan Oleh Orang Tua terhadap Anak Perempuan
dibawah Umur”, Skripsi Syariah dan Hukum (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022), 5.

14 Lutfianisa Setiani, “Tinjauan Y uridis Terhadap Praktik Perkawinan Paksa Di Desa Tasik

Rejo Kec. Ulujami Kab. Pemalang”, Skrips Hukum Keluarga (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2021)
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dalam penelitian ini lebih membahas tentang tinjauan yuridis terhadap praktik
pemaksaan perkawinan itu sendiri. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
peneliti mengkaji tentang fatwa KUPI mengenai perlindungan perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan.

Keenam, penelitian skripsi M. Mucharom Syifa yang berjudul
“Sinkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) Tahun 2017
dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia”. Adapun hasil dari penelitian ini
adalah adanya aturan hukum yang telah selaras terkait muatan materi tentang
batas usia kedewasaan seorang untuk melangsungkan perkawinan dan terdapat
juga kesingkronan antara hukum hasil fatwa KUPI dan regulas hukum
perkawinan di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan anak dengan
mempertimbangkan kemaslahatannya.’> Dalam penelitian ini  memiliki
kemiripan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti karena mengkaji
hasil fatwa Ulama Perempuan Indonesia, akan tetapi dalam penelitian ini
memfokuskan pada singkronisasi fatwa KUPI _mengenal perlindungan hukum
perkawinan anak dan regulasi perkawinan yang ada di Indonesia. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tentang fatwa KUPI mengenai

perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

15 M. Mucharom Syifa, “Singkronisasi Fatwa Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI)
Tahun 2017 dan Regulasi Hukum Perkawinan di Indonesia”, Skripsi Hukum Keluarga Islam
(Pekalongan: UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2022)



Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan
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No Nam.a. Judul Persemaan Perbedaan
Pendliti
1 | Izmail Pemaksaan Membahas Lebih
Marzuki Perkawinan mengenai membahas
dalam Konteks pemaksaan mengenai
Kajian Hak perkawinan perspektif HAM
Asasi Manusia dan UU TPKS,
dan Undang- sedangkan
Undang Tindak penelitian yang
Pidana diteliti peneliti
Kekerasan menurut
Seksual perspektif KUPI
dan UU
Perkawinan
2 | Agus Dampak Kawin Membahas Dalam
Mahfudin Paksa terhadap mengenai penelitian Agus
Keharmonisan pemaksaan Mahfudin lebih
Keluarga perkawinan membahas
mengenai faktor
yang
menyebabkan
masyarakat
melakukan
kawin paksa dan
dampak bagi
keharmonisan
keluarga,
sedangkan
penelitian yang
dilakukan oleh
peneliti
membahas
mengenai
urgensi
dikeluarkannya
fatwatentang
bahaya dari
pemaksaan
perkawinan.
3 | Dayu Pemaksaan Sama-sama Dalam
Dyana Perkawinan membahas penelitian Dayu
Zahir oleh Orang Tua mengenai Dyana Zahir
Tuadalam pemaksaan menggunakan
Peraturan perkawinan penelitian
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Perundang-
Undangan di
Indonesia

deskriptif
dengan
pendekatan
konseptual
sedangkan
penelitian yang
diteliti oleh
peneliti
menggunakan
penelitian
yuridis normatif
dengan
pendekatan
konseptual dan
perundang-
undangan.
Dalam
penelitian Dayu
membahas
mengenal
penyebab
terjadinya
pemaksaan
perkawinan dan
korelas antara
hukum Islam
dengan
Perundang-
undangan,
sedangkan
penelitian yang
diteliti oleh
peneliti lebih
membahas
mengenai
dampak yang
terjadi setelah
melakukan
kawin paksa.

Muhammad
Igbal

Pemaksaan
perkawinan
oleh Orang Tua
terhadap Anak
di bawah Umur
(Studi Kasus di
Desa

Sama-sama
membahas
mengenai
pemaksaan
perkawinan

Penelitian yang
dilakukan
Muhammad
Igbal lebih
membahas
mengenal
harmonisasi
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Cigunungsari
Kec.
Tegawaru
Kab. Karawang

dalam rumah
tangga dari
pemaksaan
perkawinan ,
sedangkan
penelitian yang
diteliti penulis
membahas
mengenal
urgens
dikeluarkannya
faiwa KUPI

Lutfianisa
Setiani

Tinjauan
Yuridis
terhadap
Praktik
Perkawinan
Paksa di Desa
Tasik Rgo
Kec. Ulujami
Kab. Pemalang

Sama-sama
membahas
mengenai
pemaksaan
perkawinan

Dalam
penelitian
Lutfianisalebih
membahas
mengenai
tinjauan yuridis
terhadap praktik
pemaksaan
perkawinan,
sedangkan
penelitian yang
dilakukan oleh
peneliti
membahas
tentang
perlindungan
perempuan dari
bahay
pemaksaan
perkawinan.

M.
Mucharom

Syifa

Sinkronisasi
Fatwa KUPI
Tahun 2017
dan Regulas
Hukum
Perkawinan di
Indonesia

Sama-sama
membahas
hasil fatwa
Kongres
Ulama
Perempuan
Indonesia
(KUPI)

Daam
penelitian
Mucharom syifa
membahas hasi|
fawa KUPI
mengenai
perlindungan
hukum bagi
perkawinan
anak, sedangkan
penelitian yang
dilakukan
peneliti
membahas
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mengenal hasil
faawa KUPI
tentang
perlindungan
perempuan dari
bahaya
pemaksaan
perkawinan.

Dari beberapa pendlitian terdahulu, peneliti memandang bahwa terdapat
relevansi penelitian yang dilakukan khususnya dalam pemaksaan perkawinan,
akan tetapi peneliti menemukan hal yang sangat membedakan dari penelitian
yang terdahulu mengenal peran ulama perempuan Indonesia dalam melindungi
perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan.

.Metode Penelitian

Penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah
sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah
tertentu yang kemudian diolah, dianalisa_dan diambil kesimpulan hingga
dicarikan satu pemecahan atau suatu masalah sehingga metode penelitian
merupakan cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh
data yang diperlukan dalam mengkaji topik dalam penelitian hingga mencari
jawabannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
meliputi:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian
a Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam pendlitian ini adalah jenis

penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap
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bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang berupa bahan hukum
primer, sekunder, maupun tersier.® Penelitian hukum normatif merupakan
penelitian yang dilihat dari beberapa aspek, yaitu teori, sgjarah, asas-asas,
falsafah, lingkup dan materi, konsistensi, dan perundang-undangan,’ serta
hasi| dari fatwa ulama perempuan Indonesia.
b. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalahyuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah :
1) Pendekatan Perundang-Undangan (statute approach)

Pendekatan perundang-undangan, digunakan untuk
mengidentifikas dan menelaah norma-norma dan asas-asas terkait
dengan masalah hukum. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu
argumen untuk-memcahkan isu yang dihadapi.*

2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri teori-teori
yang kemudian mewujudkan pengertian hukum, konsep hukum, dan
asas-asas yang relevan dengan masalah hukum. Pandangan akan

pandangan-pandangan tersebut merupakan sandaran bagi pendliti

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Persada Media, 2009), 36.

17 Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, Dasar Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2010), 154.

18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. XlI, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), 133.
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daam membangun suatu argimentasi hukum dalam memecahkan
masal ah yang dihadapi.®
2. Sumber Bahan Penelitian
Daam melakukan penelitan diperlukan sumber data sebagai informasi
yang sesuai dan relevan dengan pembahasan yang akan diteliti. Sumber data
sendiri dikategorikan menjadi dua, yakni berupa sumber data primer dan
berupa sumber data sekunder. Sedangkan untuk melakukan penelitian yuridis
normatif, maka sumber data yang menjadi bahan penelitian berasal dari
sumber data sekunder guna menganalisis argumentasi hukum. Untuk lebih
jelasnya sumber data sekunder terdiri dari:
a. Sumber bahan hukum primer
Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah informasi
yang dikumpulkan secara mandiri oleh peneliti yang langsung dari
sumbernya yakni-berupa peraturan perundang-undanganan.?® Oleh karena
itu, sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang Perkawinan No.1
Tahun 1974 dan hasil dari fatwa kongres ulama No.06/MK-KUPI-
2/X1/2022 tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan

perkawinan.

19 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Cet. XII, (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2016), 136.
2 Spetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Konsep dan Metode, (Malang: Setara Press, 2013) 27.
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b. Sumber bahan hukum sekunder
Sumber bahan hukum sekunder ini ialah buku dan jurnal tentang
hukum perkawinan di Indonesia serta literatur pembahasan yang relevan
di dalamnya.
c. Sumber bahan hukum tersier
Adapun sumber bahan hukum tersiernya berasal dari kamus hukum,
ensklopedia serta kamus besar bahasa Indonesia.
3. Teknik Pengumpulan.Bahan Hukum
Teknik pengumpul an bahan hukum yang digunakan ial ah dokumentasi,
sehingga pengumpulan sumber referensi penelitian ini mulal dari undang-
undang, buku-buku, jurnal dan pemikiran tokoh yang bersumber dari teks-
tekstertulis. Teknik dokumentasi sendiri yang pertama peneliti lakukanialah
dengan mengindentifikasi bahan hukum primer yakni menentukan undang-
undang dengan sistemetis dari hierarki yang tertinggi. Kedua, bahan hukum
sekunder yang berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, jurnal-jurnal
hukum. Dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensklopedia serta
kamus besar bahasa Indonesia.
4. Teknik Analisis Bahan Hukum
Teknik analisis hukum dalam penelitian ini memadukan pisau analisis
teknik preskriptif yakni berupaya untuk mengidentifikas hukum. Sehingga

dengan teknik analisis preskriptif?! pertama ialah dengan memaparkan

2L Mukti Fajar dan Achmad Y ulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
(Yogyakarta: Pustaka Pelgjar, 2017), 183-184.
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terlebih dahulu substansi hukum yang diatur dalan Undang-Undang maupun

di daam fatwa Ulama Perempuan Indonesia. Pada penganalisisan ini

keseluruhan data yang dianalisa berbentuk teks. Maka dengan menggunakan

teknik

ini, penulis berupaya melaksanakan pengiidentifikasian dan

penganalisisan teks dokumen guna mengerti makna suatu dokumen atau teks.

H.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang menjadi bahan pembahasan pada penelitian ini

mengacu pada sistem pembagian bab dengan beberapa sub bagian sebagai

berikut:

BAB |

BAB ||

BAB |1

BAB IV

Pendahul uan, pada bab ini berisi, pemaparan |atar bel akang masalah,
tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Landasan teori, bab ini membahas tentang teori yang tersusun dari
poin-poin deskrips teori, yang terdiri atas istinbat hukum dan hak
asasi manusia

Hasi| penditian, pada bab ini beris hasil putusan fatwa Nomor
06/MK-KUPI-2/X1/2022 tentang perlindungan perempuan dari
bahaya pemaksaan perkawinan.

Andisis data, mengenai istinbat hukum musyawarah ulama
perempuan tentang perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan
perkawinan dan andisis hasil musyawarah KUPI tentang
perlindungan perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan

perspektif hukum Islam dan HAM



BAB V

Penutup, pada bab ini berisi simpulan dan saran.
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BAB V
PENUTUP
A. Simpulan
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka dapat
dissmpulkan sebagai berikut:

1. Istinbat hukum yang digunakan dalam sikap dan pandangan KUPI adalah
bahwa hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya
pemaksaan perkawinan adalah wajib, baik bagi negara, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, maupun orang tua. Hal ini berdasarkan pada QS. an-
Nisa:19, QS. an-Nahl: 106, QS. asy-Syu’ara: 183, Hadits Shahih Bukhari:
6061, agwa a-Ulama’ asy-Suyuthi: 1983, dan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 28| ayat 2

2. Pemaksaan perkawinan dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia disebutkan
bahwa pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi
Manusia pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa “Perkawinan yang sah hanya
dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang
bersangkutan, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Karena perkawinan paksa merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Y ang
artinya, permaksaan perkawinan bertentangan dengan prinsip-prinsip dan
nilai-nilai Hak Asasi Manusiayang diakui, baik dalam sistem hukum nasiona
maupun internasional dan bertentangan dengan esens gjara agamayang pada

intinya harus menghargai sesama manusia dan adanya rasa kemanusiaan.

57
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B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah:

1. Suatu perkawinan hendaklah dilaksanakan dengan adanya rasa cinta dan
kasih sayang dari kedua calon mempelai, tidak harus dipaksakan dan
hendaknya harus ada kerelaan dari hati kedua calon mempela tanpa adanya
paksaan dari pihak manapun. maka dari itu setigp orang patut menyuarakan
haknya demi kelangsungan kehidupan mereka

2. Hendaknya setiap keluarga memiliki- pemahaman soal hak anak terutama
perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, dan dampak buruk yang dapat
ditimbulkan dari pemaksaan perkawinan.

3. Perlu adanya penekanan yang lebih luas dalam undang-undang perkawinan
mengenai pengeturan terhadap akibat hukum seseorang yang dipaksa
menikah. Walaupun di dalam undang-undang perkawinan pasal 6 ayat 1
menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua
calon mempelal, tetapi pada dasarnya dalam undang-undang bel um mengatur
mengenai hal tersebut.

4. Kepada pihak Kantor Urusan Agama hendaklah |ebih tegas dan profesional
untuk menanyakan langsung kepada kedua calon mempelai mengenal
persetujuan untuk menikah dan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan
secara terpaksa dan calon mempela menolak maka alangkah baiknya
dibicarakan dengan orang tua atau wali dari caon mempela bahwa

pernikahan tersebut harus berdasarkan kerelaan calon mempelai.
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1. TASHAWWUR (DESKRIPSI)

Perkawinan adalah ikatan antara seorang lald-lald dan seorang
perempuan untuk membangun rumah tangga bagi kebahagiaan (sakinah)
mereka berdua dan kebahagiaan seluruh anggota keluarga yang menjadi
tanggung jawabnya. Oleh karena itu, akad perkawinan harus didasari
dengan kerelaan dan kemauan mereka berdua sebagai calon mempelai.
Pemaksaan dalam perkawinan akan menumbuhkan hibit kehencian

k) berkepanjangan, tindakan

ik pﬁdn pendarahan, iritasi, .infe gina, kanker
nker leher rahim, lemah, sering pingsan, dan lain-lain.

d : dengan dalth budaya,
agama, sosial, dan ekonon ks awinan masih terus terjadi.

Pemaksaan perkawinan di Indonesia adalah fenomena gunung
es yang sangat memprihatinkan dan memilili dampak serius yang
berbahaya (dlarar) pada perempuan. Sementara upaya perlindungan
perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan masth minim dan
mengalami banyak kendala.



TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DART BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN

Dalam sidang Judicial Review atas UU Perkawinan Nomor 1
Tahun 1974 berkaitan dengan usia minimal perkawinan, ada deskripsi
mengenai dampak buruk pemaksaan perkawinan yang disampaikan
liga orang saksi, yaitu Endang Wasrinah, Maryanti, dan Rasminah.

Salsi pertama, Endang Wasrinah, dinikahkan oleh orang tuanya
pada usia 14 tahun. la terpaksa putus sekolah, karena harus melayani
suami dan meneasuh anak. Ta pun mengalami infeksi dan iritasi

i :Eh]d mk yang ketiga, te‘l:a;ﬁ‘ mak but meninggal
usia 4 bulan.
iga, Rasminah, mengalami pemaksaa cawinan pada
la melahirkan anak pada usia 14 tahu i

ah menikah sebanyak 4 kali. Dua pe :
A da usia anak. Suami pertama me annya hegitu
saja, Sud edua sering melakukan kekerasan da rumah tangga

dari Putusan Mnhlmmah Agung Repub]lk Indonesia. Pada tahun
2018-2022, terdapat 213 data kasus pernikahan yang bermasalah
disebabkan pemaksaan perkawinan. Dari data tersebur, 119 kasus
diputuskan sebagai putusan perceraian oleh Pengadilan Agama di
Indonesia (Direktori Putusan Mahkamsh Agong Republik Indonesia,
2022).
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Komnas Perempuan mencatat peningkatan kasus pemaksaan
perkawinan seiring dengan meningkatnya perkawinan anak, yakni
sebesar 300 persen. Komnas perempuan juga menyebutkan mayoritas
korban pemaksaan perkawinan adalah perempuan dan anak perempuan
(Komnas Perempuan, 2021),

Kasus pemaksaan perkawinan rentan terjadi pada model per-
kawinan yang dipraktikkan berbagai tradisi dan kebiasaan budaya di
Indonesia. Seperti kawin tan di Nusa Tenggara Timur {Doko,
dick., 2021), perjodohan ura (Addurrofig, 2010), nikah

an ’lihhmr& (madlarat) yang merug perempuan
t membentuk keluarga sakinah mashlahah.
erkawinan berdampak buruk dan Sistemik dalam
Empum Secara psikis dan sosial, praktik pemaksaan

da fungsi
rasan seksual dalam
. Lalu ketika hamil,
ia tidak menghendala kehamﬂantqra sehingga bisa berujung pada
aborsi tidak aman. Dampak lainnya adalah pemalsuan dokumen anak
vang lahir dari pernikahan sirri yang dipaksakan, terjadi penolakan
dan kebencian terhadap anak yang lahir dari pemaksaan perkawinan
oleh ibunya sendiri, serta menurunnya spiritualitas dan religiositas
korban (Muzayyanah, 2007).




TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPLUAN
DART BAHAYA PEMAKSAAN PERKAWINAN

Secara budaya, pemaksaan perkawinan akan memutus, atau
mengurangi secara signifikan, akses seorang perempuan dari
pendidikan. Perempuan yang dipaksa menikah, jika masih berada
pada usia sekolah, atau balikan kuliah, biasanya akan berhenti
secholah dan kuliah.

Seorang perempuan pengasuh pesantren di Makassar me-
nyampaikan dampak bahaya pemaksaan perkawinan dalam aspek

vang relatif
022).

r 1,5 tahun {I-Ialaqah KUI!I, Maka
ek ekonomi, pemaksaan perkawil
magyarakar miskin juga rawan teg
ekonomi. Rapuhnya fondasi ekonor
micu konflik yang bisa berujung pada pereeraian. Hal ini
dengan testimoni seorang ibu muda korban pemaksaan
g mengalami kekerasan dalam mim3 gea (KDRT),
{ﬂpahﬂﬂ tidak bersedia hnmﬂ. ham, elakan suami

yang terjadi
pp terjadinya

Itumah Sakit J
KUPI, Jepara, 20292).

Pada aspek kesejahteraan dan kesehatan, pemaksaan perkawinan
memhahayakan fisik dan mental, seperti gangguan pada organ dan
fungsi reproduksi akibat aborsi di usia anak yang dipaksa menikah,
pemaksaan hubungan seksual di usia anak yang dipaksa menikah,
pendarahan, iritasi dan infeksi vagina, lemah, sering pingsan, dan
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lain-lain. Fakta ini tidak hanya menyebabkan menurunnya kesehatan
fisik, tapi juga melemahnya kesehatan mental korban karena trauma
yang berkepanjangan. Hal ini diperkuat oleh kesaksian seorang Bu
Nyai penyintas yang mengalami pemaksaan perkawinan dan berujung
perceraian (Halagah KUPI, Surabaya, 2022).

Pemaksaan hubungan seksual pada perempuan yang dipaksa
menikah, vang di dalam dirinya penuh keengganan dan penolakan
dapat berdampak pada tergan : g kesehatan reproduksinya, hingga
menyebabkan kanker se ' er leher rahim.
gwinan telah merampas

ang dalam meng-

ga budaya, ketika
pki kehidupan
1l yang cukup
wWarga H,E‘EE[H
erintah. Pada
l: dasar yang
, hak

imiliki perempuan. Yaknl hait
ar, ]:nk menyampaikan pendapat, d

2) Pelaku merupakan pihak superior, baik dari keluarga dekat,
seperti ayah, kakek, paman, bibi, atau keluarga besar;

3) Pelaku dianggap teladan atau tokoh masyarakat yang memiliki
kekuasaan dan otoritas yang kuat;

4) Pelaku merupakan aparat yang seharusnya melindungi warganya;



TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DART BAMAYA FEMARSAAN PEREAINAN

5) Tafsir agama yang dijadikan pembenaran terhadap praktik
pemaksaan perkawinan, seperti hak fjbdr wali terhadap anak
perempuan yang disalahpahami, dan kewajiban taat pada orang
tua yang dijadikan dasar pemaksaan perkawinan terhadap anak;

6) Regulasi yang memberikan peluang legitimasi terhadap pemaksa-
an perkawinan, seperti peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor § Ta 20169 tentang pedoman mengadili
permohonan dispensas sering kali disalahgunakan untuk

an anak di bawah umur, karena

g itshit nikdh (pengesahan

am Paszal 7 ayat (2],

mtuls mengesahkan

hawinan dalam Islam adﬂbhbmk an untuk kebailan,
snya perempuan difasilitasi agar ia me roleh kebaikan
terlindungi dari segala hahayamg al perkawinan
c baginya. Namun, pr&kﬂlm:mmasih pPeTempuan
emperoleh perlindungan, di antaramye dari bahaya

an pﬁmalan di atas, diajuhu heberapa pertanjl'ﬂaﬁ

Apa hukum membual peraturan perundangan yang memberikan
sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan pada perempuan?

g
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2. ADILLAH (DASAR HUKUM)
a. Nash Al-Quran

1) Tujuan perkawinan adalah ketenangan jiwa (sakinah)
Jass ) LG gl ST 5 83 gl Ot o
Sz N 35 5 8) 5 6355 S
“Dan di antara tanda-tandafkebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan
pasangan-pasangan i dari jenis kalian sendiri, agar

kalian cenderung g kepada mereka, dan Dia
an sayang.” (Q8. ar-Rim

2)

§||‘_ 2 s '.’11- ‘?‘
Kami telah muliskan anak-anak Ad
i daratan dan lautan. Kami beri rezel
mereka. Kami lebihkan mereka de g
1 atas kebanyakan makhluk yang tela

kalian telah bergaul satu sama la!n [sebagni suami-istri). Dan
mereka telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan)
dari kalian." {QS5. an-Nisd" (4): 21).

4) Larangan mengurangi hak
iz o 3 S A SO, 258
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“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi
hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi." (QS.
asy-Syu'ard (26): 183).

5) Perintah untuk memperlakukan perempuan dengan baik dalam

perkawinan
B8 5485 & (T 2458 836 igadl, 385

S 10 aa Mj-

3 peTEmplUan) menurmit cara

herhuat ]l.'ep dan memaksakan ke

il iy Tl

6}

“Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman Ifdm mm:.’mp&t
kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan
kalimat kekufuran), sedangkan harnya tetap tenang dengan
keimanannya (dia tidak berdosa).” (QS. an-Nahl (16): 106).

8) Larﬂngﬂnmelakuhupemnksaan )
Saihd Y LaJS"L_Jl[,a_,.JrQ,_Ls:"ﬂ,;:HE;MLZ’ﬁ
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1:.‘:& i._.._‘b-l.q t ,_:'I :}l ||..- L"Jz-.:.i...; J..._u,_]

“Wahai —::rnng—nm herinm. tidak ha]al b:a.gl kamu mewarisi

perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan

mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa
vang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka
melakukan perbuatan keji yang nyata.” (QS. an-Nisd' (4): 19).

9) Larangan menghalangi pegkai

calon mempelai

an yang saling rela antara kedua

-
[

e -

155
3 =Y .ly

), lalu sampai

"”PJFl'ﬂi“bﬁﬂ}N '

'a]i:kum menceraikan isn:i-ktn

yang mulm'un dan

] uat, maka sesungguh-
nya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”
(QS. al-Ahzab (33): 58).

11) Larangan membiarkan generasi yang lemah
TOF Sl NPT S S ".-_"-.i.-_,
1 e 1,38 Bl 358 il 50 S5 3 G 355
s 3 LG A
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“Hendaklah orang-orang takut kepada Allah, vang seandainya
mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang
lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
Oleh sebab itn hendalklah mereka berlakwa kepada Allal dan

hendalklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS.

an-Nisd " (4): 9).

Nisd® (4): 58).
untuk taat kepada lil amri

ﬂd}b J;-#,JW L+--1=-* 91'1” &

13)

antara kamu. Kemudian, jika kamn berbeda pendapat tentang
sesuaty, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian.
Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik." (QS.
an-Nisii* (4):59). |
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b. Nash Hadits
1) Larangan mcmull:mi manusia

W o ] 25 51 08 Legee ) o, :.su,.ml.x_.nup
G085 i:Le‘i'%\lé_J! ErL_.l!JhrL.,_,

‘E..E-Amé_i'i?v Al ie ‘:Jﬂ_’j-:-:‘-ll.:-d__-tm J'S"‘L_{-lj.a:-la-
‘ 5 U 2 o8 5 55

_memudahkﬂn
emudahkan
Barang siapa

da haﬂ kiamat." (Shahih Bukhdri,
enghindari bahaya .
S et s

2)

mﬂﬂﬂﬂgjﬁéﬁmﬂﬁk ".x:ﬁ-gl—-ﬂ\g,t,.n_,:.;
“Rasulullah saw. bersabda: Saling berwasiatlah kalian untuk

[
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selalu berbuat baik kepada perempuan, karena mereka sering
kali diperlalukan seperti tawanan, padahal kalian tidak berhak
atas mereka kecuali untuk kebaikan mereka.” (Sunan Tbn Majah,
. 1924).

Perintah melindungt dan merawat anai: perempuan secara baik

a baik, maka mereka
mereka) dari api

Swi (manusia), m:nghms; I:L'nzfl"r.':kﬂr atau m:ari—-:an keburukan
mereka. (Musnad Almad, no. 22837).

Tidak menyalahkan orang yang dipaksa orang lain

0 3) ooy et o 0 25 J8 6 5y 54 32

e 14 S 1 Jleilly u;ﬂ.nﬁ,.x_',a* #
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“Sesunggulinya Allah memaafkan umathku (umat Nabi Mohammad
Saw), keetika tidak sengaja, lupa, atan dipaksa (orang atau keadaan)
(Sunan Ibn Médjah, no. 2121).

8) Perempuan memiliki hak untuk memilih pasangan
E]_:ciaﬂia@a;,ﬂ@ﬁiaﬁggﬂi@@j.ﬁjﬁ
SRS Y5 e, Bl 8 5 5 20

ia, padahal aku n&ﬂ: suka, dan -
sudah melamarku. Wabi Saw bersabd

“Bahwa istri Teabit bin Qais :E&tangkePadaNabl S B el
“Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas
agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran
dalam Islam." Maka Rasulullash Saw kepadanya: “Apakah kamu
mau mengembalikan kebun mililmya itn?” Ta menjawab: “Ya mau.”
Rasulullah Saw kemudian berkata (kepada Tsabit): “Terimalah
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kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.” (Shahih al-
Bukhari, No. 5328).
10) Orang tua tidak memiliki wewenang penuh dalam menentukan
pasangan anaknya
L#|I q_f".!.}dj u! ‘....]G.;rl-a} k.lc-dﬂ'l L}""d’“J‘ ELJ c’.a'ilp-
L._;f.iu LIJLkJ ‘M:;,.JL.H_;.&C Jasl

> 4 Hwba;w}dl 2
w, dia bercerita; "‘r’a

gan keponakanmya

: aw menyerahkan

itu pada si perempuan. Peremj itu kemudian

“Saya telsh menyetujui apa mg saya lakukan,

' | bahiwa (para) ayah

dalam hal ini,"

Ihn Mﬂlah no. 1948).
pehlm dalam perka.m'nan

dimintai anya: “Ya Rasulallah,
bagaimana 2 itu?" Nabi menjawab: “Bila ia
diam (ketika ditawari).” [Shﬂhﬂi ai—Bukh&rl, No. 5191).

12) Larangan menikahkan perempuan dengan yang tidak dia sukai
Ao 4 E’EM@SEJL, Ais ol s 32

o5 48 ¥ 1 ) twjﬁpm!_}a%ﬁ:.ﬂhﬂ;&ﬂﬁ
9 1
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“Dari Khansa bint Khudham dia berkata: “Ayahku menikahkanku
padahal aku tidak suka, dan saat itu aku masih gadis, kemudian
alu mengeluhkan tentang hal itu kepada Nabi Saw.” Lalu, Nabi
berkata (kepada ayalnya): “Jangan nikalkan dia (anakmu itu,
sementara) dia tidak suka” (Sunan an-Nasd'i al Kubrd, MNo.
5361, j. 5, him. 175).

13) Perempuan memilili halr_._

LA PRI

etubuhan atas dirinva

206 e Al ey 15 52
7= JB el 3
lkepada Rasulullah):
tal persetujoan

1 ketaatan mutlak kepada sesama
Saaall 3 Al ] W)
aatan itu untuk hal-hal yang baile™ (Sunan Abii

14)

_ - ¥
5 aes 38 Jis

e 52 U el oy e 331405
“Rasulullah Saw bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin
dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Seorang Imam
adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas kepemimpinannys,
dan laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan



™
I.u"\:l
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bertanggung jawab atas kepemimpinannya, dan perempuan
adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab
atas kepemimpinannya.” (Shahili al-Bukhari, no. 901, 2448,
2594, 2597, 2789 dan 5255).

16) Anjuran untuk meringankan kesulitan orang lain

JB- rid,u;.thp 3 52 - e Al g2 -E0 o] 34
SR S -ﬁm‘ffmr&ﬂw
75 55 e .y
Lbod A2 53
; 3 sl 3E
siapa yang meringankan hew h vang dialami
muslim di dunia, maka Allah a meringankan
pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan
ng sedang kesulitan, maka Allah memudahkan

di dunia dan di akhirat. Barang si
ng inmlim maka Allah Swt akan

L‘L'l;,;j;fy W s S Y) ¢ ]';“C'EQ;’;-'E- 14
s Jaol 1 s 25 8 Y 2o 6 G2l

“Akad damai itu boleh antara orang-orang muslim, kecuali
akad damai yang mengharamkan sesuatu yang halal atau yang
menghalalkan sesuatu yang haram. Dan orang-orang muslim itu
(terikat) pada persyaratan (komitmen) di antara mereka, kecuali



HASIL MUSYAWARAN KEAFAMAAN
HKONGRES ULAMA PEREMPUAN INDONESIA (IKUPT KE-2

syarat (komitmen) yang mengharamkan sesuatu yang halal atau
menghalalkan sesuatu yang haram.” (Sunan Turmudzf, no. 1403).

c. Aqwdl al-'Ulama’
1) Tujuan syariat Islam (maqédshid syari'ah) adalah perlindungan
jiwa, akal, harta, agama, keluarga, termasuk organ kelamin

Let‘am untuk melindungi lima ha dagar yaitu:
3, keturunan, harta, dan akal.™ {asy-Syatibi, 2012: j. 1,

— sl i, s
“Pencegahan kerusakan lebih diutamakan daripada pengambilan
kemaslahatan.” (as-Suyuthi, 1983: j. 1, hlm. 87).

2 Jn Y, sl
“Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya
lainnya." (as-Suyuthi, 1983:.1, hlm. 86).
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3) Tindakan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan bukanlah
bagian syariat Islam dan tidak bisa diberlakukan

e s S e ek s, 40 56
s s o G Jie g ey
ey

Seluruh ajaran
naslahatan dan

menuju
kipun berupaya
n al-Janzivah,

. f g orang
(MmmmL 1983)
agai syarat sah akad

el e b2 gl S ol aslad) o Lss Yl L )

il i.-g_;,,}.-.,t,-_ii;.l%‘.i)u.ru_.a-iu_a
“Keridlaan dan pilihan dari kedua mempelai, atau tdak adanya
pemaksaan adalah merupakan syarat perkawinan menurut jumhur
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ulama, selain Hanafiyah, maka tidak sah perkawinan tanpa keridlaan
dari dua mempelal.” (az-Zuhaily, 1989: j. 7, him. 78-79).
Larangan pemaksaan perkawinan terhadap seseorang walaupun
orang tersebut safih (bodoh)

&,,_,cqajd} .JJL“.:. x.;hi 'SﬂL.Jp-)JL;J, . J6

-
' UJ =) _\.-}«g-g--ue;ﬁ

s afil ﬂ:o&oh}, a}mmgmmmhhk 1

ma:njnga dan menanggungnya, tets
alik menjawab: “Jangan menikahkan
" Laki laki itu bertanya: “Sesung a dia dalam
afth tbnﬂu]'l. tidak mampu mengen an dirinya).”
alile menjawab: “Meskipun bepmak eTEMpPUATmU
janye.” (Malik bin

dengan orang
lia menolak.”
orang kecuali

.JI;;..;"J&S&J';;J:
“Tiga (imam madzhab) bersepakat atas akad perkawinan yang tidal
sah jika disertai dengan pemaksaan, misalnya, ketika seseorang
memaksa orang lain agar man mengatakan: Saya terima nikah
dengan perempuan tertentu untuk diriku, yang dilakukan dengan
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hal-hal yang dianggap sebagai pemaksaan, sebagaimana dikenal
dalam syariat, maka akad semacam itu tidak sah.” (al-Jaziri,

2003: j. 4, hlm. 27).
8) Larangan orang tua memaksa putrinya menikah,

AWl st o 3l Jar o SN g
rs & o) s e Lo ALl L et

anak-anaknya)
memberi arah
k mereka, laki-
han yang tidak

ﬂll}' Wﬂs Ordng e dalam ] ik
ehagaimana dalam ketentuan nash ad
tq'hﬂ tetapi tidak memaksa anak-

an mereka.” (Jum'ah, 2009: 15).
mptan berhak menerima atau menolak lamara

9)

“Sesungguhnya Islam telah memberikan hak kepada perempuan
untuk memilih calon ssaminya sendiri. Dia berhak menerima
orang yang datang melamarnya atau menolaknya. Pihak keluarga
tidak patut mengambil alih keputusan penting ini dengan mewakili
perempuan yang bersangkutan (tanpa persetujuan darinya). (asy-
Syarbashi, 2008: 143).
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10) Pemaksaan perkawinan adalah pidana
teonll 3y i e a3t s Y gl s S
B e
aledy il e Blior a2l ool sl gl sl L)
N o gl Jo LB 5 S Loy il

: ule-h Komite
aitu, bahwa
sangan, dan
puan yang
al terhadap

“Tindakan pemimpin untuk mlr.}rnmya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan mereka.” (as-Suyuthi, 1983: 121).
12) Kewajiban pemerintah untuk menghapus segala pemaksaan
= - - - - £ "
Je o0 JF sl ¥y aslad s S N
oSl Jas
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“Penguasa diperintahkan untuk memperhatikan kemaslahatan
rakyat, dan tidak ada kemaslahatan sama sekali dalam hal
pemaksaan orang untuk melakukan hal yang tidak diinginkannya.”
(as-Suyuthi, 1983).

13) Sanksi bagi wali yang memaksakan perkawinan

3)

s 8 T L 56 Lﬁ,afi e ] e

o 'IJ..Lq.- Ay il
g yang berada dalam

II uduk mh karena (orang faﬁ. tersebut) tidak memiliki
it (untuk beragama dan berkeluarga dengan baik), dan
sa dihukum ketilka menilahlan perenipuan (vang berada

dak ada kebutuhan yang menﬂesa_k danmengikuti tradisi
enar.” (Ba ‘Alawi, tt.: 437).

[ ) intuk tidak disiksa, hak
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbndak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan
hukum, dan hak untuk tdak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi.”
Pasal 281 Ayat (4): “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan
pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara,
terutama pemerintah.”
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3. ISTIDLAL (ANALISIS)

Perkawinan, atau pernikahan, adalah pintu masuk bagi pasangan
laki-laki dan perempuan untuk memulai dan membangun rumah
tangga. Karena itu, Al-Qur'an mengawalinya dengan pandangan hahwa
ikatan perkawinan sebagai perjanjian kokoh (mitsdgan ghalidhan,
QS. an-Nisd " (4): 21) yang harus dijaga bersama agar tidak muodah
putus, atau pentth konfiik yang bgrﬂampah buoruk bagi merela herdua.
Nabi Saw menyebut ikatan, miw\ﬁchagal kalimat dan amanat Allah
Swt (Shahih Muslim, m mj

SE[:ITI]UT.’H].FII m men:,rehﬁtﬁm ‘telasi perkawinan antara

sebegai relasi partnership, atau kerjasama dan
bemasangamhwﬁj ), keduanya satu sama Iaﬁrﬁmba}u vang saling
mmuruphm masing-masing, menghangatkan, dam menampakkan
1va (hunna libdsun lakum wa antum ﬂﬁsun lahunn,
Q8. al- Eﬁ@mh (2); 187). Dengan relast zawdj ini, Hﬂanw dituntut
untuk s almﬁherbuathmlc kepada vang lain (mu “W bi al-ma'rif,
Q5. an- bﬂﬂ '(4):19), selalu bermusyawarah [ar-mwr}dm saling
ridha (at-tarddli, Q8. al-Bagarsh (2): 233), serta memaksimalkan
modal cita kasth (mawaddah wa rahmah) vatek mevrujudkan
kebahagiaan bevsama (sakinah, QS. ar-Rim (30): 21)

Semua buapan, perilaku, dan tindakan terlgq{.: telasi ing, dalam

ermﬁd&hmrbmfat duniawi tetapi mm ﬂnmquh

I b, \na. 3009} @t&n:m pﬂrkawmﬂn
seperti Eﬂlﬂb&mw‘:ﬂ ini akan snlit terwujud jika seseorang
memasukinya IZIWE. apalagi dipaksa orang lain. Pemalisaan
akan memunculkan kebencian, atau minimal keengganan seseorang
untuk masuk dan ikut berianggung jawab membangun rumah tangga
bersama pasangannya. Padahal, rasa tanggung jawab adalah fondasi
utama dalam mengarungi biduk rumah tangga agar sesuai dengan
harapan dan selaras dengan ajaran-ajaran dasar Islam. Sebalilmya,
pemaksaan akan menjadi pintn awal segala tindakan buruk, zalim,
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hahkan kekerasan yang berdampak bahaya bagi kehidupan rumah
tangga.

Dalam diskursus figh, pemaksaan disebut sebagai ikrdh. Yaitu,
tindakan mendesak orang lain untuk melakukan sesnatu yang tidak
dikehendakinya (al-'Asqallani, 1986: j, 12, hlm. 311). Perkawinan yang
dipaksakan, atan salah satunya dipaksa sehingga ia tidak mau dan
tidak rela, adalah tidak sah. Karena kemanan dan kerelaan menjadi
syarat sah akad pernikahaz 4 pandangan mayoritas ulama (az-
Zuhaily, 1989: j. 7,
Kedua memp ' i mpuan, harus tahu dan

perwaliannya,
ukai perasaan
menjadi hak

i terhadap perempuan vang ada d
akan kriminal dan berdosa, karena
tersebul dan melangkahi pilihan |
, 2019).
berbagai teks hadits, sebagaimana su
tas, Nabi Saw menolak pemikahan
tu terjadi pada perempuan, Nabi
: gdlpalmaknndan men?erahlmn. e[

dikutip dalam
1 dipalsakarn.
membatallean

; - 3 ; pemikahannyra dan
berkata kepadamy e | dengan orang yang
kamu inginkan" (Sunan an- Nasﬂ’ al-Kubrd, Mo. 5359, j. 5 h
174). Sementara kepada ayshnya, Nabi Saw berkata: “Janganlah
menikahkan perempuan, jika ia tidak berkenan” (Sunan an-Nasd'
al-Kubrd, No. 5361, j. 5, hlm. 175). Secara umum, Nabi Saw juga
menegaskan mengenai pentingnya persetujuan dari calon mempelai,
terutama perempuan, dalam hal pernikahan, baik yang belum
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mengalami pernikahan, maupun yang sudah mengalaminya, lalu
bercerai atau ditinggal wafat suaminya.” (Shahih al-Bukhdri, No.
501 dan 7032).

Beberapa praktik pemaksaan perkawinan di kalangan umat
Islam, termasuk di Indonesia, dilegitimasi oleh budaya setempat yang
muncul dengan berbagai pola dan nama. Beberapa di antaranya juga
didasarlkan pada konsep hak ijhér seorang wali kepada perempuan vang
berada dalam perwaliannya i ser[ng dipahami banyak orang

. melainkan
iikahan di-

ab umtuk memastikan hemaslghatan
mempelai perempuan. Pemaksas
ndak dan hari norani yang dipaks
Lementara tanggung jawab ijbér harus

ndak ada kebend puan, baik terhadap
ayahnya maupun ] ] ditawarkan ayahnya
kepadanya; calon suaminya sepadan dengannya (kufl"); mahar yang
diberikan kepadanya juga sepadan (mitsli); dan ddak ada dugaan
bahwa calon mempelai laki-laki akan melakulkan hal yang menyakiti-
nya (Muhammad, 2001: 77-82).

Dengan demildan, tangpung jawab seorang wali adalah memastikan
perempuan terlindungi dan terhindar dard segala bentuk bahaya,



termasuk akibat dari pemaksaan perkawinan. Sebagaimana sudah
tergambar dalam Tashawwur, bahwa pemaksaan perkawinan me-
nimbulkan dampak buruk (mafsadat) dan bahaya (madlarat) yang
merugikan perempuan, bahkan dampaknya berlapis, secara fisik,
psikis, sosial, dan ckonomi Korban pemaksaan perkawinan bisa
terdampak trauma, depresi, menerima stigma negatif dari masyarakat,
menjadi korban perceraian, pengucilan keluarga, perselingkuhan,
dan pemaksaan perkawing at bernjung pada tindakan bunuh

yjung aborsi tidak
Hrlak diinginkan,
selalu terjadi

aksaan dalam hubungan seksual,

dalam an yang dipaksakan, bisa menyel in pendarahan,
iritasi eksi yagina, sehingga bisa menimbulkan trauma yang
gsi reproduksi

] ‘alél wahnin),

apalagi enigan pasangannya yang tidak dikehendakinya. Kesakitan

beglipat, serta bercampur kebencian

dan an-Niir (24} 33). : erkawinan terhadap perempuan
juga bertentangan dengan tujuan perkawinan (QS. ar-Riim (30):
21), perintah memuliakan manusia (QS. al-Isrd’ (17): 70), perintah
memperlakukan perempuan secara baik (QS. an-Nisd® (4): 19),
larangan menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan
(QS. al-Ahzab (33): 38), larangan mengurangi hak dasar manusia
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(QS. asy-Syu'ard (26); 183), dan larangan membiarkan generasi
dalam keadaan lemah (QS. an-Nisa" (4): 9).

Membiarkan perempuan mengalami dampak buruk pemaksaan
perkawinan juga bertentangan dengan larangan Nabi Saw agar tidak
berbuat buruk pada diri dan orang lain (Muwaththa' Milik, no.
1435; Sunan Ibn Mdjah, no. 2430, dan 2431; Musnad Ahmad, no.
2912 dan 2322), larangan untuk tidak menyakiti dan mengolok-olok
orang lain (Musnad Ahmad 22837), serta larangan untuk tidak
berbuat kezaliman kepad Shahil al-Bukhdri, no. 2482).

{hifdh al-‘agl) dan harta aa i -mal). Perempuan yang
dipaksa menikah akan sulit untuk menerapkan ajaran-ajaran Islam
dalam berumah tangga, karena di dalam dirinya ada penolakan,
bahkan kebencian. Artinya, agamanya tidak terlindungi dan tidak
selaras dengan prinsip hifdh ad-din. Sebagaimana kekhawatiran yang
terjadi pada istri Qais bin Tsabit ra (Shahih al-Bukhdri, No. 5328).



TENTANG PERLINI/NGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA FEMAKSAAN PEREAWINAN

Jiwa perempuan yang dipaksa menikah juga labil, penuh kebencian
pada pasangan, keluarga, janin, bahkan pada dirinya sendiri. la
merasa tidak dihargai, tidak memiliki harga diri, bisa menyakiti
dird, balikan mungkin sampai pada keinginan melakukan bunuh diri.
Tidak sedilit juga yang benar-benar melakukan bunuh diri. Karena
itn, pembiaran mereka berada pada dampak buruk akibat pemaksaan
perkawinan melanggar prinsip hifdh an-nafs, atau melindungi jiwa
manusia dalam holkom [sm.;

Perempuan Fansﬂpﬁsqu&@h, apalagi sampai hamil,
melahirkan, lalu sibik mengurus anak, pada praktiknya tidak lagi
memiliki kesgw-ﬁnmk mgngnaﬂ-tan%ﬁ}.ﬁﬂgi‘rannya, meneriuskan
sekolahnyayengasah lkemampuan akalnya, sehingga ia tidak lagi bisa
berkembang untuk melindungi diri dan menjawlﬁ segala tantangan
km:dupﬂ. .."'I.I"l'll’l'.}‘ll, membiarkan perempuan mlarm dampak
buruk aﬂw pemaksaan perkawinan adalah juga melanggar prinsip
hifdh alfaql atan perlindungan akal pikiran dalam Bulum Islam.

Perempuan yang labil, mudah membenci diri dan yang lain, tidak
mampu berpikir jernih dan logis, ketika dipaksa masuk dalam ikatan
pernikahan, sangat memunghinkan dirinya tidak mampu mengakses
Ekunuml,j:ﬁ'lge]nla hartanya dan harta keluarganya, sulit untuk bisa
hahammﬁghasukan ekonomi, mengembangkg; ham,lmkma,dan
‘melindmei an. Artinya, membmw dipalksa
menikah yang her&nmpak huruk paﬂa}ﬁﬂ pikirannya; adalah juga
bertentangan wn prinsip hifdh al-mél, m'puﬂilﬁnﬂgan harta

Lebih buruk lag“i aﬁafah yang terkait perfindungan organ reproduksi
dan keluarga (hifdh an-nasl). Perempuan yang tidak menghendaki
perkawinan, lalu dipaksa hubungan seksual oleh suaminya, ia rentan
mengalami pendarahan, iritasi pada vagina, dan ketika kemudian
hamil akan mengabaikan janin dan rahimnya, tidak mempedulikan
kondisi tubuhnya, bahkan bisa membenci dirinya dan janin di
dalam tubuhnys, tidak merawat diri dan janinnya dengan makanan
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dan gizi yang sehat, sehingga rentan menjadi generasi yang lemah
yang dilarang al-Qur'an (QS8. an-Nisd " (4): 9). Artinya, membhiarkan
perempuan mengalami dampak buruk perkawinan paksa, dengan
kondisi demikian, adalah juga melanggar prinsip hifdh an-nasl, atau
perlindungan reprodulsi dan keluarga dalam hukom Islam.
Dengan dasar-dasar dari al-Qur'an, Hadits, dan prinsip-prinsip
hulcum Islam, sehagaimana dijelaskan di atas, perlindungan perempuan
dari bahaya pemaksaan pem menjadi tanggung jawab semua
orang, terutama yang mein itas dan wewenang, baik dalam
keluarga, mas:,raraka:rmpun pmh Setiap orang dituntut
memenuhi tanMjﬂﬁ'ab inf {Shahfh, w}i&r:, no. 901, 2448,

9504, 2507, . mg “dan 5255), sesuai we\mm dan kemampuan
masmg—mﬁlnﬁ Tanggung jawab ini menjadi mandeta dan amanat

yang haris ﬂi‘nmaﬂmn demi kemaslahatan dan 'hu;i:nl:m (5. an-
Nisd® {4#5& Pemegang keluasaan, atan pemenm ditunitut lebih
besar, dm kewenangan dan sumber daya yang dimiliki, untuk
mengham kemaslahatan hagi rakyatmya {tﬂ't:hw al-imdm ‘ala
ar-ra'fyyahmandthun bi al-mashlahah), terutama yang membutuhkan
perlindungan, seperti perermpuan dari bahaya pmﬁn perkawinan
(as-Suyuthi, 1983).

Di ln‘ﬂuﬁemm perlindungan perempuan dari bahaya perkawinan
paksa adalah sélaras dengan semangat UUL 1945, terutama Pasal 25
§ Ag,rat {1] wngnmqaslm bahwa ump>m&u mm&ﬂu hak
k hidup, hak le tidak disiksa, hﬂk kemerdekaa
dan hau n.uram;, ‘menskankan perlindungan, pu!ﬁuuua.n penegakﬂn
dan pcmmuhanM asasi manusia. Pﬁuﬂlﬂlﬁﬂ hak-hak ini adalah
tanggung jawab nevara dalam hal ini adalah pEmn:rr_rilah

Oleh karena itu, UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pada
Pasal 6 Ayat (1) dan (2) mensyaratkan perkawinan dengan adanya
persetujuan dari kedua mempelai. Jika terjadi perkawinan tanpa
persetujuan salah satu calon mempelai, maka ia tidak sah. Negara
juga baru saja mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022




TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DARI BAHAYA FEMAKSAAN PENKAWINAN

tentang Tindak Pidann Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang menctaplkan
pemaksaan perkawinan scbagai tindak pidana yang harus dilwkum,
dengan melindungi hak-hak korban. Namun, upaya pemerintah ini
masih perlu dukungan dari bedbagai piliak agar bisa diimplementasikan
secara baik dan benar, baik oleh aparat sendiri maupun masyarakat.

GAN KEAGAMAAN

Dengan merujuk pag sar hukam (adillah) dan analisis

(istidldl) sebagaime aski as, Musyowarah Keagamuan
UPl) ke-2, menjawab

4. SIKAP DAN PAND?

prempuan dart

ik bagi negara,
arakiat, maupun

tidak hanya

5. REKOMENDASI

a. Individu:

1) Meneciptakan budaya saling menghargai atas pilihan sadar
individu dengan tidak menormalisasikan kekerasan berupa
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pemaksaan perkawinan pada perempuan, baik dalam bentuk
pernyataan, sikap, maupun kebijakan.

2) Ikut serta memberikan perlindungan terhadap perempuan
dari bahaya pemaksaan perkawinan.

3) Terutama remaja, mermperkuat ketahanan diri dengan berbagai
pengetahnan dan life skill, seperti kesehatan reproduksi, yang

‘a'jmu&h‘ilim'i perilalmselnmal}rm‘lg

el
serta memberikan perindungan ter
baha;n pemaksaan perkawinan,
nberikan pendidikan akhlak dan penge
seluruh anggota keluarga, agar ma

sir alternatif sebagai
rujukan untuk me‘l‘.lghunnﬂtl hak perempuan dalam memilih

pasangar.

2) Membangun tradisi keagamaan dan adat istiadat yang
mendukung perkawinan maslahat.

3) Ihut serta mencegah dan melindungi perempuan dari bahaya
pemaksaan perkawinan.



TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPLIAN
DART BAHAYA PEMAKSAAN PEREAWINAN

4) Tidak menikahkan pasangan secara bawah tangan/sirri bagi
pasangan korban pemaksaan perkawinan,

5) Mengedukasi orang tua, anak, keluarga, dan masyarakat
tentang bahaya pemaksaan perkawinan pada perempuan.

6) Memberi konseling spiritual kepada korban pemaksaan
perkawinan.

Masyarakat, Ormas, dan.Lembaga di Masyarakat:

1) Memberikan eduy alui kampanye komunitas dan

3) an perkawinan.
rum Anak dan
s Masyarakat).

anak.

4) Memberikan literasi mengenai pengetahuan dan life skill yang
dapat menguatkan ketahanan diri dari perilaku seksual yang
haram dan beresiko, yang bisa berdampak pada kehamilan
yang tidak diinginkan dan pemaksaan perkawinan.
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f  Pemerintah:

1) Mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk pemaksaan
perkawinan pada perempuan, pencegahan, dan konsekuensi
hukumnya.

2) Menyusun peraturan turunan dari Undang Undang No.
12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
(UU TPKS) yang bertu}fuan untuk menjelaskan langkah

3) ol T tentang dispensasi kawin

4)

5} buat konten kreatif sebagai bentuk litetasi digital tentang
i 1 pemaksaan perkawinan pada perempuan oleh dinas

: rintah terkait.
6) adakan dan mengggalang kerjasama berbagai lembaga,
isasi sosial dan keagumuml:_u'ﬁluk yelenggaraan
kolah (BRUS)
¥) yang telah

da -unm baik

: ; laupen aruran internasional
terkait pennegahan Pemﬂk“ﬂﬂ me
2) Memberikan sanksi atas pelanggaran peraturan terkait.
3) Mengambil keputusan dan menentukan kebijakan yang
berperspektif korban.
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